ABSTRAK

Penulisan ini membahas mengenai pengenaan pajak penghasilan terhadap bunga
pinjaman wajib pajak (Studi Kasus Putusan Nomor 119/B/PK/Pjk/2018).
Pengenaan pajak penghasilan terhadap bunga pinjaman wajib pajak di dalam
skripsi ini menggunakan tinjauan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1883 Tentang
Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Tentang
Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam
Tahun Berjalan. Adapun masalah yang dibahas dalam penulisan ini, yaitu:
Bagaimanakah pengenaan pajak penghasilan terhadap bunga pinjaman wajib
pajak, Bagaimanakah pertimbangan hakim terkait dengan sengketa bunga
pinjaman dalam putusan Nomor 119/B/K/Pjk/2018, Bagaimanakah pandangan
Islam mengenai pengenaan pajak penghasilan terhadap bunga pinjaman.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Jenis penelitian yang
digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Kesimpulan yang dihasilkan
melalui penelitian ini, pengenaan pajak penghasilan terhadap bunga pinjaman
yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak
Penghasilan terpenuhi unsur-unsur yang terdapat didalam Pasal 23 dalam tahap
pemeriksaan Majelis Hakim harus benar benar memeriksa bukti yang ada
sehingga pada saat memutus suatu putusan tidak ada putusan yang melanggar
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dalam
pelaksanaanya tidak ada pihak yang dirugikan dalam perkara tersebut. Hukum
Islam mengenal tentang pajak penghasilan, karena dari penghasilan yang
dihasilankan kaum Muslim juga ada hak-hak bagi merka yang membutuhkan,
maka dari itu pengenaan pajak penghasilan diperbolehkan karena untuk
kepentingan bersama dan kemaslahatan umat Islam. Sehingga penerapan
pengenaan pajak penghasilan yang didasarkan atas asas-asas yang sesuai dengan
syariat Islam itu menjadi kewajiban umat Muslim untuk mentaati peraturan yang
telah dibuat oleh pemerintah dibidang perpajakan yang ada di Indonesia.
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